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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR SK.1809/HK.201/DRJD/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a
dan Lampiran III angka 1 huruf {, 1), d), (2) Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara
di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pasal 12
PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, maka sewa merupakan salah
satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara dan
dibuat dalam bentuk Perjanjian Sewa;

b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban
dalam pelaksanaan perjanjian sewa barang milik negara
di bidang transportasi darat, perlu disusun pedoman
pelaksanaan perjanjian sewa barang milik negara di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;




Mengingat

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Sewa Barang Milik
Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;



Menetapkan

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1891);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun

2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri
Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih.




Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.

Barang Milik Negara selanjutnya disebut BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Objek Sewa adalah tanah dan/atau bangunan
dan/atau BMN selain tanah dan/atau bangunan.
Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan
Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Badan Hukum  adalah  organisasi atau
perkumpulan yang didirikan dengan akta yang
otentik, memiliki tujuan tertentu, kekayaan yang
terpisah, hak dan  kewajiban  sehingga
diperlakukan sebagai subyek hukum.

Pejabat Pengguna BMN adalah Pejabat di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang
mendapat limpahan wewenang dari Pengguna
Barang berdasarkan perundang-undangan untuk
mengajukan permohonan pemanfaatan BMN
kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN
atau KPKNL.






